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PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.6, LD.2007/NO.6 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK

Catatan

Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan desa sejejalan dengan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian
beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang, sehingga
penetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 Tahun 2006.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang keanggotaan, persyaratan anggota,
penetapan anggota BPD, pengesahan penetapan anggota, kedudukan, fungsi,
tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian,
penggantian antar waktu, pembubaran, sekretariat dan alat kelengkapan
lainnya, tata tertib dan mekanisme kerja, tata cara menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan dan administrasi,
pembinaan dan pengawasan.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2007.



LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN
2007

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.7, LD.2007/NO.7 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN
KELURAHAN

ABSTRAK |: — Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, Perturan Pemerintah
Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang keanggotaan, persyaratan anggota,
penetapan anggota bpd, pengesahan penetapan anggota, kedudukan, fungsi,
tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian,
penggantian antar waktu, pembubaran, sekretariat dan alat kelengkapan
lainnya, tata tertib dan mekanisme kerja, tata cara menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan dan administrasi,
pembinaan dan pengawasan.

Catatan : — Perda ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2007.




PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
2007

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.9, LD.2007/NO.9 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DESA

ABSTRAK |: — Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang 27 Tahun 1959,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 4 tahun 2006.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan pembangunan desa,
rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-desa), rencana kerja
pembangunan desa (RKP-desa), pengendalian dan evaluasi, pembinaan dan
pengawasan.

Catatan : — Perda ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2007.




PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KETAPANG

2007

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.10, LD.2007/NO.10 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

ABSTRAK |: — Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya
masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang
Kelurahan perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga
Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 tahun
1959, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1987, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Nomor 62 tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan
Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002,
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1 ) yang
telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : Nomor 3 Tahun 2006
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 ); Nomor 12 Tahun 2006
(Lemaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3);

Catatan : — Perda ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.

— Penjelasan 2 him.



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
2007

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.11, LD.2007/NO.11 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

ABSTRAK |: — Bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersifat
strategis dan adanya penyesuaian target Pendapatan, target belanja serta
adanya kebutuhan pelayanan publik yang sifatnya, mendesak dan tidak bisa
ditunda , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sehingga perlu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1994, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah
Nomor 54 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahunj 2000,
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor
65 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005, Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005, Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia 124 /PMK 02/ 2005, Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 125 / PMK 02 / 2005, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 29 tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18
Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002,
Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun
2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006, Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2006.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini. Sebagai Landasan
Operasional Pelaksanaan Bupati Ketapang Menetapkan Peraturan tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Catatan : — Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2006.




PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2007

PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.12, LD.2007/NO.12 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

ABSTRAK |: — Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2006, perlu
dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006 , maka perlu dilakukan perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor
28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 107 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 08 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109
Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2005, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun
2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah
Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun
2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan
Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2006.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006, dirinci lebih
lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Catatan : — Perda ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2007.
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PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.6, LD.2007/NO.6 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 11 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





		ABSTRAK

		:

		· Bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa sejejalan dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu diadakan penyesuaian beberapa pengaturan mengenai desa di Kabupaten Ketapang, sehingga penetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang keanggotaan, persyaratan anggota, penetapan anggota BPD, pengesahan penetapan anggota, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian, penggantian antar waktu, pembubaran, sekretariat dan alat kelengkapan lainnya, tata tertib dan mekanisme kerja, tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan dan administrasi, pembinaan dan pengawasan. 



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  14  Juni  2007.















































LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN



2007



PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.7, LD.2007/NO.7 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN





		ABSTRAK

		:

		· Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan  perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, Perturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah  Nomor  79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang keanggotaan, persyaratan anggota, penetapan anggota bpd, pengesahan penetapan anggota, kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak, kewajiban dan larangan, pemberhentian, penggantian antar waktu, pembubaran, sekretariat dan alat kelengkapan lainnya, tata tertib dan mekanisme kerja, tata cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, hubungan kerja, keuangan dan administrasi, pembinaan dan pengawasan. 



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  14  Juni  2007.







































PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
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PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.9, LD.2007/NO.9 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA





		ABSTRAK

		:

		· Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan  perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 4 tahun 2006.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perencanaan pembangunan desa, rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM-desa), rencana kerja pembangunan desa (RKP-desa), pengendalian dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan.



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  4 Juni  2007.















































PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG



2007



PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.10, LD.2007/NO.10 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG





		ABSTRAK

		:

		· Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan  perlu diadakan penyesuaian atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan  di Desa dan Kelurahan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun  2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1 ) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah : Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 ); Nomor 12 Tahun 2006 (Lemaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3);



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  15 Agustus 2007.

· Penjelasan 2 hlm.









PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006
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PERDA KABUPATEN KAPUAS HULU NO.11, LD.2007/NO.11 SETDA KABUPATEN KAPUAS HULU : 5 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006



		ABSTRAK

		:

		· Bahwa dengan adanya Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang bersifat strategis dan adanya penyesuaian target Pendapatan, target belanja serta adanya kebutuhan pelayanan publik yang sifatnya, mendesak dan tidak bisa ditunda , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahunj 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah RI  Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 124 /PMK 02/ 2005, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125 / PMK 02 / 2005, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 24 Tahun 2006.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih lanjut pada lampiran Peraturan ini. Sebagai Landasan Operasional  Pelaksanaan Bupati Ketapang Menetapkan Peraturan  tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  30 November 2006.
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		ABSTRAK

		:

		· Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2006, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006 , maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



		

		

		· Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2005, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 18 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 12 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 13 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 14 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 16 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2006.



		

		

		· Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2006, dirinci lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.



		Catatan

		:

		· Perda ini mulai berlaku pada tanggal  4  Oktober 2007.

















